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ABSRAK 

Pernikahan adalah suatu hubungan dari   perjanjian/ikatan suci antara seorang pria 

dan seorang wanita. Perkawinan yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama adalah 

pernikahannya sah menurut agama.  Tetapi jika pernikahan itu tidak dicatatkan secara sah 

menurut undang-undang yang  telah berlaku berlaku dalam suatu wilayah, maka dengan 

demikian  pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah ada dalam pencatatan negara, 

atau negara dapat diberitahukan untuk tidak mengakui perkawinan tersebut karena pelaksaan 

suatu pernikahan tersebut tidak tercatat  sah di kantor catatan sipil. 

Penelitian ini berfokus pada dua bentuk permasalahan, yaitu pembagian harta dalam 

Pernikahan  tidak tercatat dan upaya penyelesaian pembagian harta dalam Pernikahan tidak 

tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia. 

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni 

penelitian lebrary (Kepustakaan), dengan kata lain metode ini  merupakan metode yang 

dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang telah  ada. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembagian harta perceraian dari sebuah 

perkawinan. Namun, perkawinan yang dimaksud dalam peraturan-peraturan hukum postifi 

adalah perkawinan yang sah dimata Negara dan tercatat di PPN. Perkawinan tidak tercatat 

merupakan perkawinan yang sah dimata agama. Peraturan-peraturan terkait pembagian harta 

dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturanperaturan hukum Islam yakni 



terkait pembagian harta dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturan-

peraturan hukum Islam yakni pembagian harta perceraian atas perkawinan tidak 

tercatat adalah dibagi dua sama rata antara suami atau istri. 

2. Upaya penyelesaian pembagian harta atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan 

hokum positif adalah dengan melakukan langkah untuk pengesahan perkawinan 

dengan melakukan permohonan pengajuan itsbat nikah. Setelah perkawinan sudah 

dinyatakan sah oleh putusan pengadilan. Maka pembagian harta diatur sesuai hukum 

positif yakni dibagi dua atas suami dan isteri. 

 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, penulis berharap tidak ada lagi 

perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat, karena akan berakibat fatal yang sangat 

merugikan  terhadapsuami atau istri. Selain itu anak yang telah dilahirkan dari hasil  

perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan dampak buruk yang disebabkan karena anak 

tidak mendapatkan perlidungan hukum serta hak-hak lainnya sebagaimana hak anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tercatat atau sah menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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